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ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF FAMILY PLANNING PROGRAM IN
REGIONAL AUTONOMY ERA IN MEDAN CITY
Name : Tri Ratih Handayani, Reg.No : 081801024

Being implemented the regional autonomy in Indonesia, the development
program for family planning has been given to the regional government and
constantly adjusted with the goal of national. The time has come for the
regional government to show the local policy and to adjust with each of their
region.

This research is intended to know the implementation of Family
Planning program in Medan city seen from the aspect of institution, counselors,
Jfund, facilities and infrastructures and sectoral cross support. The method used
is descriptive research with qualitative approach. The data is taken from the
interview and also the supporting data from secondary data at Women
Empowerment Commission and Family Planning Medan city. With the
qualitative descriptive form, the analysis data can be done through the
interpretation based on the intellectual understanding which is made by the
empirical experience.

The result of research shows that on the implementation of family
planning program in the autonomy era, especially in Medan city, it can be seen
from the institution that there is a change on the organization from BKKBN
into Women Empowerment Commission and Family Planning Medan city. This
condition is as one of the conditions in the case of authority given and policy to
the regional government in which the local government may determine the
policy according to the needs of the region. Due to the budget, there is the
change on the fund allocation, in which before the regional autonomy, the fund
source is derived from State Income Budget since itis as the national program.
Whereas, after the regional autonomy era, the fund is derived from Regional
Income Budget plus province National Income Budget. At the present time, it
can be said that the facilities and infrastructures in Medan city is categorized
inadequate and needs the improvement in the quantity and quality. The
availability of counselors in Women Empowerment Commission and Family
Planning Medan city is minimum. It occurs as the effect that since the autonomy
era there is no recruitment for the new workers to fulfill the required human
resources. The support from sectoral cross has been attempted to maintain the
cooperation  with some parties, especially with Women Group and Army
through Family Planning program.

Key words : Policy implementation, regional autonomy, Family Planning
Program.
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ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM KB ERA OTONOMI DAERAH DI KOTA MEDAN
N a m a : Tri Ratih Handayani , NPM : 081801024

Setelah implentasi otonomi daerah di Indonesia, maka program pembangunan Keluarga
Berencana di daerah telah diberikan kepada Pemerintah Daerah dan tetap mengharmonisasikannya
dengan tujuan nasional. Ini saatnya dimana pembangunan di daerah diserahkan kepada kearifan local
dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi program KB DI Kota Medan dilihat
dari aspek kelembagaan, tenaga penyuluh, pendanaan, sarana prasarana dan dukungan lintas sektoral.
Metode yang digunakan merupakan penelitian deskriftif dengan pendekatan kualitatif dimana data
diperoleh dari key informan melalui wawancara dan juga data pendukung dari sumber sekunder yang
ada pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Medan. Dengan format
penelitian deskriptif kualitatif, maka analisis data dilakukan melalui interprestasi berdasarkan
pemahaman intelektual yang dibangun oleh pengalaman empiris.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pada implementasi Program KB di era otonomi
khususnya di Kota Medan dilihat dari segi kelembagaan bahwa telah terjadi perubahan organisasi dari
yang dahulunya BKKBN menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan Dan KB Kota Medan. Kondisi ini
merupakan salah satu wujud pelimpahan wewenang dan kebijkan kepada kearifan lokal, dimana
ditingkat daerah dapat menentukan kebijaksanaannya sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Dalam
hal pendanaan terjadi perubahan alokasi dana , dimana pada era sebelum otonomi daerah sumber dana
berasal dari APBN karena merupakan program nasional sedangkan setelah era otonomi sumber dana
berasal dari APBD ditambah dari APBN provinsi. Sarana dan prasarana pada Badan Pemberdayaan
Perempuan dan KB Kota Medan saat ini dapat dikatakan masih kurang memadai dan masih
membutuhkan perbaikan kuantitas dan kualitasnya. Ketersediaan tim penyuluh di wilayah kerja Badan
Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Medan masih sangat minim hal ini terjadi karena setelah
otonomi daerah belum pernah terjadi rekrutmen pegawai untuk melengkapi kebutuhan sumber daya
yang dibutuhkan. Dukungan lintas sektoral telah diupayakan dengan menggalang kerjasama dengan
berbagai pihak terutama dengan PKK dan TNI melalui berbagai program KB

Kata kunci : Implementasi kebijakan, Otonomi daerah, program Keluarga Berencana
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dengan telah dilaksanakannya otonomi secara utuh sejak tahun 2001, maka
berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang pemerintah Daerah
sebagai mana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kepada
Daerah diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup
seluruh bidang pemerintahan, kecuali bidang-bidang yang berdasar Undang-Undang
telah ditetapkan sebagai kewenangan Pusat. Keleluasaan otonomi ini mencakup pula
kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Pembagian kewenangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999, di mana pada dasarnya seluruh kewenangan ada di Daerah, kecuali
kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter
dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Secara rinci pembagian
kewenangan antara Pusat dan Kota diatur dalam PP 25/2000, sedangkan kewenangan
Kabupaten/Kota adalah seluruh kewenangan di luar yang telah menjadi kewenangan
P—usat dan Kota. Kewenangan Pusat di luar 5 kewenangan yang tidak diserahkan
adalah kewenangan yang bersifat perencanaan makro, penetapan pedoman, norma,

kriteria, dan standar. Sementara kewenangan Kota adalah yang bersifat lintas

Kabupaten/Kota dalam Kota yang bersangkutan.
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Dengan desentralisasi ini, maka secara umum hal-hal yang berkait dengan
stabilisasi dan distribusi dilakukan oleh Pemerintah yang tingkatannya lebih tinggi
(Pemerintah Pusat), sementara fungsi alokasi akan lebih banyak dilaksanakan oleh
Daerah, karena Daerah lebih dekat kepada masyarakat sehingga dapat diketahui
prioritas dan kebutuhan masyarakat setempat.

Terkait dengan penyelenggaraan Keluarga Berencana Nasional, maka
berdasarkan PP 25 Tahun 2000, pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk
melakukan penetapan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka
kematian ibu, bayi, dan anak, serta kewenangan untuk menetapkan pedoman
pengembangan kualitas keluarga. Terlihat jelas di sini bahwa vang masih termasuk
sebagai kewenangan Pusat (yang akan dilaksanakan oleh BKKBN secara langsung)
adalah kewenangan yang sifatnya makro seperti perencanaan, penetapan kebijakan
nasional, dan pedoman. Sementara kewenangan selain yang diatur PP 25/2000
merupakan kewenangan Daerah. Namun demikian, sebagaimana diketahui bahwa
. berdasarkan Keppres 103 Tahun 2001, kewenangan yang ada di BKKBN sampai saat
ini masih dipegang oleh Pusat (belum diserahkan kepada Daerah). Kewenangan di
lingkup BKKBN harus diserahkan kepada Daerah selambat-lambatnya Desember
Tahun 2003.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun
2001 Pasal 43 disebutkan bahwa BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan

ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas
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